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AULIA CHASYANI MALLOMBASANG. NIM: E111 09 252. Partisipasi 
Politik Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sul-Sel 2013 di 
Kabupaten Pinrang:Studi Tentang Rendahnya Partisipasi 
Masyarakat Di Kecamatan Mattirobulu. Dibawah bimbingan Armin 
Arsyad sebagai pembimbing I dan A. Ali Armunanto sebagai 
pembimbing II.  
Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan 
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, jujur, adil, bebas 
dan rahasia. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang selama ini 
dijunjung yaitu “demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dan 
seperti yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 
1945 pasal 1 ayat dua. 
Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan Yang 
segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-
wakilnya. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai gagasan atau 
pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban 
serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. 
Partisipasi Politik secara umum dapat diartikan sebagai manifestasi 
kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan oleh warga negara yang 
bukan hanya untuk mendukung kebijakan pemerintah melainkan juga 
untuk melakukan kritik terhadap kebijakan politik pemerintah.  
Penurunan jumlah partisipasi masyarakat dalam politik dewasa ini 
tidak hanya terjadi pada pemilu, dalam perhelatan politik local didaerah 
pun terjadi. Sebagai contoh pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 
tahun 2013 yang pada Januari lalu baru saja digelar, tingkat golput yang 
terjadi hampir mencapai 50% dari keseluruhan jumlah wajib pilih di 
Sulawesi Selatan. Hal ini meningkat lebih banyak jika dibandingkan 
dengan pemilihan gubernur tahun 2007 sebelumnya. Berangkat dari hal 
tersebut penulis mencoba untuk mencari tahu factor yang menyebabkan 
masyarakat khususnya di kecamatan Mattirobulu untuk tidak ikut 
berpartisipasi dalam pemilihan kepala gubernur pada 2013 lalu. 
Kata Kunci: Partisipasi Politik, Demokrasi, Pemilihan 




















AULIA CHASYANI MALLOMBASANG. NIM: E111 09 252. Political 
Participation of Society at the Election of Governor of South Sulawesi in 
Pinrang Regency: Study on Low Community Participation in Mattirobulu 
Sub-district. Under the guidance of Armin Arsyad as the guidance of I and 
A. Ali Armunanto as the guidance II. 
Elections are a means to exercise the sovereignty of the people 
directly, honestly, fairly, freely and secretly. This is in accordance with the 
principle of democracy that has been upheld the "democracy of the 
people, by the people, and for the people". And as contained in the 1945 
Constitution of the Republic of Indonesia, article 1, paragraph two. 
Democracy is a form or system of government The whole people 
participate and govern by the intermediary of its representatives. 
Democracy can also be interpreted as an idea or a worldview that 
prioritizes equality of rights and duties and equal treatment for all citizens. 
Political participation in general can be interpreted as a 
manifestation of real voluntary activities undertaken by citizens not only to 
support government policy but also to criticize government policy. 
The decline in the number of people's participation in politics today 
does not only happen in the election, in local political events in the region 
also occurred. For example, in the election of governor of South Sulawesi 
in 2013 which in January has just been held, the level of golput that 
occurs almost 50% of the total number of mandatory select in South 
Sulawesi. This increased more when compared with the previous 2007 
gubernatorial election. Departing from the writer tries to find out the 
factors that cause people, especially in Mattirobulu district to not 
participate in the election of the governor's head in 2013. 
Keywords: Political Participation, Democracy, Governor 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan 
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, jujur, adil, 
bebas dan rahasia. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi yang 
selama ini dijunjung yaitu “demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan 
untuk rakyat”. Dan seperti yang terkandung dalam UUD Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat dua. 
Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme demokratis 
untuk melakukan pergantian pemimpin baik ditingkat nasional maupun 
ditingkat provinsi atau kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan 
pemilihan umum kepala daerah atau Pemilukada. 
Selepas rezim orde baru, pemilu diyakini banyak kalangan 
masyarakat Indonesia sebagai salah satu instrument pendorong 
terciptanya demokratisasi di Indonesia. Karena demokrasi yang 
matang akan mengurangi ketidakadilan dan membuat 
pengorganisasian kehidupan bersama semakin menjamin kebebasan 
warga Negara dan mendorong terciptanya tatanan kehidupan yang 
lebih adil termasuk KKN1. 
                                                             
1 www.sapulidifoundation.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6:we-are-
volunteers&catid=1:latest-news&Itemid=50 
Pemilihan umum maupun pemilukada dilaksanakan dalam rangka 
mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip 
atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk 
berpartisipasi aktif dalam pemilu maupun pemilukada. 
Pemilih merupakan pendukung utama yang sangat penting dalam 
setiap pemilu. Salah satu perimeter pemilu yang demokratis adalah 
dengan adanya komponen pemilih yang semakin plural. Setiap pemilih 
dalam pemilu atau pemilukada tidak lepas dari latar belakang politis 
maupun sosiologis, sehingga hal ini sangat mempengaruhi penentuan 
pilihan mereka, hal inilah yang disebut voting behavior atau prilaku 
pemilih. 
Pada masa orde baru para pemilih diwajibkan untuk 
menggunakan hak pilih mereka, dalam hal menggunakan hak suara 
pun mereka tidak dapat menggunaan hak politik dengan tenang dan 
aman. Mereka selalu mendapatan tekanan politik bahkan intimidasi 
dan ancaman berbagai macam hukuman yang dilakukan rezim yang 
berkuasa. Dan bagi mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya 
dapat dijerat dengan pasal “aneh” tentang pencemaran atau 
penentangan terhadap kebijakan pemerintah. 
Kondisi tersebut ini menyebabkan partisipasi politik masyarakat 
menjadi sangat tinggi pada rezim Orde Baru, karena adanya ancaman 
dan intimidasi. Namun, setelah rezim Orde Baru runtuh dan lengsernya 
Soeharto presentase tidak memilih masyarakat (golongan putih) 
bertambah seiring pemilu diadakan. 
Golongan Putih (golput) merupakan tindakan pemilih untuk tidak 
memilih dengan tidak menggunakan suaranya dalam pemilu ataupun 
pemilukada. Seseorang yang melakukan golput dikontraskan dengan 
"memberikan suara kosong" dimana seseorang yang golput 
memberikan suara yang tidak valid / tidak sesuai dengan cara dengan 
sengaja menandai item yang salah atau tidak mengisinya sama sekali. 
Jika pada awalnya golput hanya sebagai gerakan moral atas 
suatu keprihatinan, maka gerakan golput pada pemilu-pemilu berikutnya 
lebih dari sikap kekecewaan. Pada masa ini golput menjadi bentuk 
kekecewaan dan perlawanan, karena rakyat tidak cukup berani melawan 
dalam bentuk revolusi berhadapan dengan kekuatan militer. 
Closky mengatakan berkaitan dengan perilaku golput masyarakat 
bahwa ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan 
tidak tertarik oleh masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa 
usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada 
juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena 
kebetulan berada dilingkungan dimana ketidakikutsertaan merupakan hal 
yang terpuji2. 
Pada perkembangan berikutnya, golput dimaknai sebagai protes 
dalam bentuk ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara 
                                                             
2 McClosky, H. Political Participation, International Encyclopedia of The Social Science, (cet.kedua.). (New 
York: The Macmillan Company and Free Press, 1972), 20. 
atau keengganan menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan 
sengaja menusuk tepat dibagian putih kertas suara dengan maksud agar 
surat suara menjadi tidak sah, dan dengan tujuan agar kertas suara tidak 
disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula3. 
Pada beberapa pihak golput juga dimaknai sebagai prilaku 
apatisme dengan tema pemilihan. Seperti yang diungkapkan oleh Varma 
bahwa dinegara berkembang seperti Indonesia golput terjadi lebih 
disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, 
hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi 
belum mampu mensejahterakan masyarakat4.. 
Kejenuhan tersebut disebabkan oleh kondisi psikologis 
masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, dan lain 
sebagainya. Selain itu, pelaksanaan pemilu yang berulang-ulang juga 
tidak memberikan dampak positif terkait dalam hal perbaikan hidup 
masyarakat. 
Menengok sejarahnya, golput awalnya adalah gerakan moral 
yang dicetuskan pada 3 Juni 1971 di Balai Budidaya Jakarta, tepatnya 
satu bulan sebelum pemilu pertama pada masa Orde Baru 
dilaksanakan. Salah satu pemimpin golput yang terkenal ialah Arief 
budiman, sedangkan pencetus istilah golput sendiri yaitu Imam 
Waluyo. 
Pemilu pertama pada masa Orde Baru tahun 1971, angka 
golongan putih (golput) berkisar diangka 6,67%, pada pemilu 1977 
                                                             
3
 Muhammad Asfar, Presiden Golput. 
4 4 Varma, S.P. Teori Politik Modern. (jakarta :PT.Raja Grafindo Persada, 2001), 295. 
8,40%, pemilu 1982 9,61%, lalu kemudian mengalami sedikit 
penurunan pada tahun 1987 dengan 8,39% pemilih golput. Namun 
pada tahun 1992 meningkat menjadi 10,40%, tahun 1997 10,07%, lalu 
pada pemilu 1999 setelah lengsernya Soeharto semakin meningkat 
diangka 10,40%. Angka tersebut semakin melonjak pada pemilu 2004 
yang mencapai 21,77% pada putaran pertama dan 23,37% pada 
putaran kedua5. 
Secara empirik peningkatan angka golput terjadi karena beberapa 
realitas, yaitu pemilu dan pilkada langsung belum mampu 
menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat,menurunnya kinerja parpol yang tidak memiliki platform 
yang real dan kader yang tidak berkualitas dan komitmen politik yang 
lebih mementingkan kepentingan kelompok atau golongan 
dibandingkan masyarakat, merosotnya moral aktor-aktor politik yang 
lebih mengejar kekuasaan dan kedudukan daripada memperjuangkan 
aspirasi masyarakat. 
Sedikit berbeda dari golput yang merupakan gerakan sadar 
pemilh untuk dengan sengaja dan tanpa paksaan tidak memilih saat 
pemilihan berlangsung atau dengan kata lain sikap acuh masyarakat 
terhadap kegiatan politik, partisipasi politik merupakan kegiatan 
warganegara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan 
politik secara langsung atupun tidak. 
                                                             
5 www.kpu.go.id diakses tanggal 28 oktober 2013. 
 
Penurunan partisipasi politik masyarakat pada pemilu juga 
berimbas ke pemilihan-pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) 
dibeberapa daerah di Indonesia seperti, Propinsi DKI Jakarta, 
Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat 
dan beberapa propinsi lainnya di Indonesia. 
Propinsi Sulawesi Selatan yang pada tanggal 22 Januari 2013 
lalu mengadakan pemilihan gubernur secara langsung diikuti oleh tiga 
pasang calon, dimana ketiga pasang calon ini diusung oleh beberapa 
partai atau gabungan  dari beberapa parti politik, yaitu Ilham Arief 
Siradjuddin-Azis Kahar Muzakkir (IA) yang merupakan walikota 
makassar yang masih aktif, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang 
(Sayang Jilid 2) yang merupakan pasangan incumbent, dan Rudiyanto 
Asapa-A. Nawir (Garuda-Na).  
Perhitungan cepat (quick count) dilakukan oleh beberapa 
lembaga survey baik lokal maupun nasional, beberapa lembaga survey 
yang melakukan hitung cepat atau quick count antara lain, LSI 
(Lembaga Survey Indonesia), JSI (Jaringan Survey Indonesia), CRC 
(Celebes Research Center), dan lain sebagainya. 
LSI melansir kemenangan pasangan incumbent atau petahana 
“Sayang” dengan perolehan suara 52,49% suara, kemudian disusul 
dengan pasangan “IA” yang memperoleh 41,90% suara, lalu di 
pasangan “Garuda-Na” dengan hanya memperoleh 5,0% suara. Lalu, 
quick count yang dilakukan JSI juga memenangkan pasangan 
“Sayang” dengan 52% suara, “IA” 41% suara dan “Garuda-Na” dengan 
5,0% suara. Sementara itu, CRC yang juga melakukan quick count 
bekerjasama dengan stasiun TV lokal yaitu, Celebes TV, CRC 
menggunakan 300 tps sebagai sampling dengan margin error satu 
persen6. 
Sementara itu, daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 6.283.811 
jiwa dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) 15.601 tempat 
yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota se-Sulsel7, dari jumlah tersebut 
sekitar 30,23% masyarakat melakukan golput. 
Di Kabupaten Pinrang jumlah DPT 298.807 jiwa, hanya 186.477 
yang menggunakan hak pilihnya, selebihnya 112.330 jiwa atau sekitar 
37.53% tidak menggunakan hak pilihnya . 
Dengan jumlah partisipasi pemilih yang cukup rendah di 
Kabupaten Pinrang ini menimbulkan pertanyaan di benak penulis, 
mengapa masyarakat di kabupaten Pinrang memiliki partisipasi yang 
rendah dan  bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dan 
ekonomi mempengaruhi tingkat partisipasi di kabupaten pinrang. 
Dengan rendahnya jumlah partisipasi pemilih akan mengancam 
eksistensi demokrasi di Sulawesi Selatan pada khususnya dan 
Indonesia secara umum. 
 







B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di 
atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah:  
1. Mengapa masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi 
pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan di Kabupaten Pinrang 
Tahun 2013 ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini untuk menggambarkan dan 
menganalisa faktor penyebab mengapa partisipasi politik 
masyarakat rendah pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 
di Kabupaten Pinrang Tahun 2013. 
 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian terdiri atas 2 (dua) yaitu manfaat 





2.a. Manfaat Akademik  
1. Sebagai bahan pelengkap studi ilmu politik dan secara 
khusus tentang alasan masyarakat melakukan golput. 
2. Memperkaya literatur ilmiah dalam upaya perkembangan 
keilmuan. 
2.b. Manfaat Praktis 
1. Sebagai salah satu prasyarat untuk memenuhi gelar sarjana 
Ilmu Politik. 
2. Sebagai sarana pengembangan ilmu bagi penulis secara 
pribadi. 
3. Diharapkan dapat membantu pelaku politik dan masyarakat 











A. Teori Partisipasi Politik 
Secara etimologis partisipasi berasal dari kata “pars” yang 
artinya bagian dan “capere” yang artinya mengambil bagian. 
Sedangkan, politik berasal dari bahasa Yunani “polis” yang berarti 
kota atau negara kota. Jadi, partisipasi politik dapat diartikan sebagai 
keterlibatan masyarakat atau warga negara dalam segala tahapan 
kebijakan politik. 
Dalam bukunya, Political Sciology: A Critical Introduction, Keith 
Fauls memberikan batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan 
secara aktif  dari Individu atau kelompok ke dalam proses 
pemerintahan8. 
Beberapa ahli lainnya merumuskan konsep partisipasi politik 
dengan berbeda, antara lain: 
 Kevin R. Hardwick 
”Partisipasi Politik member perhatian pada cara-cara warga 
Negara berinteraksi dengan pemerintah, warga Negara 
berupaya menyampaikan kepentingan mereka terhadap 
pejabat publik.” 
                                                             
8
 Keith Fauls, Political Sciology : A Critical Introduction dalam Damsar, Pengantar Sosioogi Politik 1990, hal 
180. 
 
  Miriam Budiardjo 
“Partisipasi Politik merupakan kegiatan seseorang atau 
sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam 
kehidupan politik9”. 
• Ramlan Surbakti 
“Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga Negara 
biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut 
atau yang mempengaruhi hidupnya.” 
• Herbert McClosky 
Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of The 
Social Science Partisipasi politik merupakan kegiatan-
kegiatan sukarela dari warga masyarakat dengan mereka 
mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan 
secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses 
pembentukan kebijakan umum.” 
 
• Huntington dan Nelson 
Huntington dan nelson mengatakan bahwa partisipasi politik 
merupakan kegiatan negara preman (private citizen) yang 
                                                             
9
 Dasar-dasar Ilmu Politik 
 
bertujuan mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh 
pemerintah. Indikator mereka dalam penarikan kesimpulan 
tersebut yaitu; partisipasi politik menyangkut kegiatan dan 
bukan sikap, subyeknya adalah warga negara biasa bukan 
orang profesional di bidang politik,kegiatan yang dilakukan 
untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah 
yang diajukan kepada pejabat pemerintah yang mempunyai 
wewenang politik. 
Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli 
diatas maka secara umum penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi 
politik merupakan manifestasi kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata 
dilakukan oleh warga negara yang bukan hanya untuk mendukung 
kebijakan pemerintah melainkan juga untuk melakukan kritik terhadap 
kebijakan politik pemerintah. 
 
 
B. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik 
Huntington dan Nelson membagi partisipasi politik atas 410 
yaitu ; 1. Kegiatan pemilihan: memberikan 
suara,sumbangan,mencari dukungan dan lain-lain; 2. Lobbying: 
upaya menghubungi pemerintah atau pemimpin politik untuk 
mempengaruhi keputusan yang diambil; 3.Kegiatan organisasi; 
                                                             
10
 Huntington, S.P. & Nelson, J. No Easy Choice,1994 Hal.16-17 
4.Tindakan Kekerasan (violence) seperti kudeta,teror,huru-hara 
dan lain sebagainya untuk mempengaruhi keputusan politik 
dengan membrikan kerugian fisik maupun materiil. 
Kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah 
juga merupakan hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
partisipasi politik seseorang yang berkorelasi dengan tinggi 
rendahnya jumlah golput. Kesadaran politik berarti sadar akan hak 
dan kewajibannya sebagai warga Negara mengenai pengetahuan, 
perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan dan politik tempat 
tinggalnya. Sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah 
merupakan penilaian seseorang terhadap pemerintah, apakah 
dapat dipercaya dan dipengaruhi atau tidak11. 
Apabila kesadaran poltik dan kepercayaan terhadap 
pemerintah seseorang tinggi, maka partisipasi politik masyarakat 
menjadi aktif, begitupun yang terjadi sebaliknya bila kesadaran dan 
kepercayaan rendah maka partisipasi poltik juga menjadi pasif, 
acuh atau apatis. 
Golput (Non-Voting Behaviour) 
Golput dipahami sebagai bentuk partisipasi pilitik warga 
Negara yang muncul karena beragam latar belakang. Memilih 
adalah hak politik warga Negara yang mengandung arti kebebasan 
untuk memilih atau tidak. Karena hal inilah maka demokrasi 
                                                             
11
 Ibid hlm 144 
member ruang bagi pilihan untuk golput secara setara dengan 
pilihan untuk memilih.12  
Golput diberi ruang dalam demokrasi guna meluruskan 
demokrasi, politik dan pemerintahan yang korup. Disisi lain, 
ekskalasi golput juga sangat menghawatirkan perkembangan 
demokrasi yang berkualitas karena merosotnya kredibilitas kinerja 
partai politik sebagi mesin pembangkit partisipasi politik. 
Demokrasi identik dengan kebebasan dan partisipasi dari 
semua kekuatan demokrasi, kekuatan demokrasi yang dimaksud 
adalah masyarakat, parpol dan organisasi-organisasi 
kemasyarakatan. Partisipasi politik yang meluas merupakan ciri 
dari modernisasi politik. Huntington dan nelson memaknai 
partisipasi politik dengan kegiatan warga negara yang bertindak 
secara pribadi-pribadi yang dimaksudan untuk mempengaruhi 
pembuatan keputusan oleh pemerintah13. 
Dengan demikian, partisipasi politik lebih berfokus pada 
kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik seperti 
memberikan hak suara atau kegiatan politik lainnya seperti golput 
yang dipandang dapat mempengaruhi kebijakan politik pemerintah. 
Partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat 
birokrasi, pejabat partai, dan lobbyist profesional yang bertindak 
dalam konteks jabatan yang diembannya. 
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Sementara Budiardjo memaknai partisipasi politik sebagai 
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara 
aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan 
negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi 
kebijakan Pemerintah (public policy) 14 . Kegiatan ini mencakup 
tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum 
menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau 
kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) 
dengan pejabat pemerintah atau dengan anggota parlemen, dan 
sebagainya”. 
Lebih lanjut Huntington membedakan partisipasi politik 
kedalam dua karakter yaitu: 
 Partisipasi demokratis dan otonom adalah bentuk 
partisipasi politik yang sukarela; 
 Partisipasi yang dimanipulasi, diarahkan, dan disponsori 
oleh pemerintah adalah bentuk partisipasi yang 
dimobilisasikan. 
Jeffry M. Paige 15  menambahkan tipe pendekatan yang 
ketiga yaitu militan radikal, merupakan keadaan dimana kesadaran 
politik seseorang tinggi namun rendah akan kepercayaan terhadap 
pemerintah. Ada lagi tipe yang keempat yakni partisipasi pasif 
ketika partisipasi politik rendah tapi memiliki kepercayaan terhadap 
pemerintah yang tinggi. 
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Rush dan Arthaoff16 mengatakan bahwa sikap apatis politik 
yang ditunjukkan melalui sikap golput muncul karena 3 (tiga) 
alasan. Pertama, adanya resiko politik yang tinggi terhadap 
partisipasi politik. Kedua, adanya anggapan bahwa partisipasi 
politik merupakan hal yang sia-sia karena tidak pernah efektif, 
situasi ini yang sesuai dengan yang terjadi saat ini. Ketiga, tidak 
adanya rangsangan yang menarik terhadap masyarakat agar 
berpartisipasi. 
Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan seseorang 
memilih untuk tidak memilih menurut Dahl17 yaitu : 
a. Kurang tertarik dengan politik, politik dianggap tidak 
memberikan keuntungan disbanding dengan kegiatan lain 
seperti bekerja. 
b. Tidak ada perbedaan yang jelas antara keadaan 
sekarang dan sebelumnya. Hal ini misalnya seseorang 
berasumsi bahwa  siapapun yang menag dalam pemilu tidak 
akan memberikan perubahan dalam hidupnya. 
c. Keterbatasan pengetahuan tentang politik. Hal ini 
biasanya terjadi pada masyarakat dengan pendidikan yang 
rendah, mereka cenderung tidak mengerti tentang politik. 
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d. Semakin besar masalah dalam hidup yang dialami 
seseorang makin kecil kemungkinan orang tersebut 
menggunakan hak pilihnya. 
Referensi lain yang dikemukakan oleh Lau 18  keputusan 
untuk memilih atau tidak memilih (non-voters) calon kandidat 
tertentu pada pemilu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain 
a. Affect Referral, mengedepankan kandidat yang 
dikenal, melalui cara-cara evaluasi ketat terhadap kandidat 
tertentu. Kecenderungan pemilih menjatuhkan suaranya 
pada calon kandidat popular dengan melihat hasil survey 
atau polling, atau memutuskan tidak memilih karena tidak 
ada kandidat yang dikenal.  
b. Endorsement (persetujuan) dalam hal ini pemilih 
cenderung memperhatikan beberapa rekomendasi dari 
masyarakat dan elit-elit politik terpercaya, seperti tokoh adat, 
tokoh masyarakat, tokoh agama dan orang-orang 
terpandang. Ketiadaan persetujuan dari tokoh atau adanya 
persetujuan untuk tidak memilih menyebabkan pemilih yang 
golput karena tidak ada sandaran dan keyakinan. 
c. Memperhatikan kebiasaan pemilih pada pemilihan 
lalu. Pada daerah tertentu ada kecenderungan pemilih 
memilih kandidat berdasarkan criteria tertentu misalnya, 
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suku, sikap, perilaku, atau prestasi dalam memajukan 
daerah. Jka pada pemilu lalu pemilih tidak memilih maka 
dipemilu berikutnya cenderung akan terulang lagi. 
d. Viability, dalam hal ini masyarakat menakar kandidat 
yang memiliki peluang untuk memenangkan pilkada. Dalam 
hal ini pemilih rasional yang biasa menggunakan pendekatan 
ini. Menghitung untung dan rugi. 
Secara umum Sastroadmodjo 19  membagi partisipasi politik 
dalam bentuk-bentuk yang dapat dibedakan sebagai berikut: 
a. Partisipasi Aktif, merupakan partisipasi yang 
berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap 
orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada 
pemerintah yang tinggi. 
b. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang hanya 
berorientasi pada output, hanya menaati peraturan 
pemerintah, menerima, dan melaksanakan. 
c. Golongan Putih atau kelompok apatis, mereka 
menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari 
apa yang dicita-citakan. 
Oleh karena itu, tingginya angka golput dapat dirumuskan 
bagian dari kesadaran perilaku politik. Dalam tahapan demokrasi 
electoral atau prosedural, golput adalah manifestasi politik, dimana 
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rakyat tidak menggunakan hak pilihnya atau tidak berpartisipasi 
dalam politik secara sukarela dalam pemilu sebagai bentuk 
demokrasi. Secara faktual fenomena golput tidak hanya terjadi di 
Negara-negara berkembang, di Negara-negara majupun seperti 
Amerika Serikat, yang mencapai 50%-60% dan Perancis serta 
Belanda. 
Golput dapat menjadi pembelajaran bagi partai politik dan 
penguasa untuk menigkatkan kinerjanya untuk mewujudkan good 
public governance. Bagaimanapun juga golput merupakan bagian 
dari indikator keberhasilan pemilu yang demokratis. Dalam artian 
golput justru mendorong peningkatan kualitas demokrasi itu 
sendiri. 
Bagi pendukung golput, perilaku tidak memilih merupakan 
tindakan yang sarat pesan. Karena itu, golput bukanlah tanpa 
tujuan, golput merupakan alat protes politik yang tidak tersuarakan, 
akumulasi kekecewaan, dan ketidakpercayaan terhadap realitas 
politik. 
Sebagian pemilih tidak menggunakan haknya hanya untuk 
menunjukkan rasa malasnya, hal ini berdasarkan persepsi mereka 
bahwa poltik tidak dapat memperbaiki kehidupan mereka. Menurut 
mereka hidup dan mati bukan ditangan pemilu, terlebih sekarang 
ini partai politik dan pemilu cenderung diwarnai oleh pertikaian 
kepentingan sesaat. 
 
C. Faktor-faktor Partisipasi Politik 
Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan naik turunnya 
jumlah angka golput dapat dianalisa dengan berdasarkan pada 
beberapa hal yang mempengaruhi partisipasi politik. Dan untuk 
menjelaskan gejala tingginya angka golput menggunakan dua 
pedekatan, pendekatan tersebut digunakan untuk menjelaskan 
partisipasi politik pemilih. Kedua pendekatan tersebut adalah 
Pendekatan Kontekstual dan Pendekatan Individual. 
Pendekatan kontekstual mengatakan bahwa tindakan politik 
seseorang dipengaruhi oleh status sosial-ekonominya, 
kedudukannya dalam kelas dan struktur politik yang ada20. Dalam 
pendekatan tersebut individu aktor cenderung ditentukan bukan 
menentukan. 
Pendekatan Individual dibagi menjadi dua bagian yaitu, 
disposisional dan intensional21, dalam hal ini memandang perilaku 
politik sebagai kegiatan yang tidak intensional atau tidak sadar 
akan tujuan yang mempengaruhi aktor politik dialam bawah sadar. 
Pendekatan ini dapat dijelaskan melalui dua variable utama yaitu; 
1. Lingkungan sosial, seperti sistem sosial, budaya dan 
ekonomi, 
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2. Faktor kepribadian, seperti keturunan (heredity), kebutuhan 
dan dorongan, kepercayaan (belief), dan sikap (attitudes). 
Perilaku disposisional ini memandang lingkungan sosial baik 
secara langsung maupun tidak langsung, tidak mempengaruhi 
perilaku poltik secara langsung melainkan melalui faktor 
kepribadian sebagai perantara. 
Pendekatan intensional melihat perilaku politik sebagai 
usaha sadar untuk mencapai tujuan tertentu atau dengan kata lain 
bersifat intensional. 
Dalam studi mengenai perilaku pemilih (voting behavior) 
terdapat tiga model pendekatan yang dapat menjelaskan tentang 
fenomena golput22 yaitu; 
1. Sosiologis23 
Pendekatan teori ini disebut juga mahzab Colombia (the 
Clombia School of Electoral Behavior) Teori ini menjelaskan 
tentang faktor seseorang tidak ikut dalam pemilihan sebagai akibat 
latar belakang tertentu, seperti agama, pendidikan, ras, pekerjaan 
dan sebagainya. Seseorang dengan latar belakang pendidikan dan 
pekerjaan yang lebih tinggi cenderung lebih peduli dan akan 
menggunakan hak pilihnya, dibandingkan dengan yang berlatar 
belakang pendidikan dan pekerjaan yang lebih rendah. 





 Lipset 1960:305 
2. Psikologi 
Keputusan seseorang untuk memilih atau tidak ditentukan 
oleh kedekatan dengan kandidat atau partai yang ada. Identifikasi 
kepartaian adalah wujud sosialisasi politik yang bias dibina dari 
orang tua, organisasi sosial, dan lainnya. 
3. Rasional Choice 
Dalam pendekatan ini seperti yang diungkapkan oleh Downs 
(1957) mengasumsikan bahwa pemilih pada dasarnya bertindak 
secara rasional saat membuat pilihan tanpa melihat agama, jenis 
kelamin, kelas dan lain sebagainya, dalam konteks ini ketika 
pemilih tidak mendapatkan manfaat dengan melakukan pemilihan 
maka ia tidak akan melakukan pemilihan. Hal tersebut dilandaskan 
pada kalkulasi ekonomi dimana perhitungan biaya yang lebih besar 
dibanding dengan apa yang didaptnya nanti kelak, maka jalan 
terbaik adalah tetap melakukan pekerjaan yang lebih 
menghasilkan. 
Lebih lanjut, kegiatan memilih masyarakat dijelaskan dalam 
tabel24 berikut : 
Tabel 1.Kegiatan memilih 
Pendekatan  Orientasi  
Struktural Kegiatan memilih sebagi produk dari 
                                                             
24
 Surbakti, op.cit. hlm 145-146 
konteks struktur yang lebih luas , seperti 
struktur sosial (kelas sosial, agama, bahasa, 
nasionalisme), sistem partai (basis sosial, 
program), sistem pemilu dll. 
Sosiologis 
Menempatkan kegiatan memilih dalam 
kaitan dengan konteks sosial, dipengaruhi 
latar belakang demografi, sosial ekonomi, 
jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, kelas 
serta pendapatan. 
Ekologis 
Hanya relevan jika dalam suatu daerah 
pemilihan terdapat perbedaan karakteristik 
pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti 




Persepsi pemilih atas partai yang ada atau 
keterikatan emosional pemilih terhadap 
partai tertentu atau kandidat calon tertentu.  
Pilihan 
Rasional 
Kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi 
untung dan rugi, untuk membuat keputusan 
apakah ikut memilih atau tidak dalam pemilu  
              Sumber : Ramlan Surbakti 1992 
Perilaku nonvoting adalah refkleksi protes atau 
ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan 25 . 
Karena itu bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam, 
melainkan beragam. Sekalipun demikian, perilaku golput dalam 
pemilu diwujudkan secara umum dalam beberapa bentuk : 
a. Memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap ini tidak lain 
merupakan bentuk protes yang paling nyata. Sikap apatis 
dan tak mau menggunakan hak pilihnya ini didasarkan pada 
empat hal, yaitu: 
b. Sebagai reaksi terhadap pemerintah, anggota DPR dan 
partai politik yang tak mampu memperbaiki kehidupan 
ekonomi, sosial dan hukum. 
c. Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini. Sehingga 
mereka merasa rugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, 
waktu dan finansial. 
d. Adanya hal yang lebih penting dari sekedar hadir ke bilik 
suara. 
e. Tidak hadir karena malas, mereka tidak ingin repot dengan 
politik yang menurut mereka repot. 
f. Mencoblos semua gambar atau gambar kandidat labih dari 
satu kali. Cara ini dipilih didasarkan pada : 
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g. Kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes, mereka 
hadir dengan tujuan agar kertas suara mereka tidak 
digunakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 
h. Isu-isu yang dibawa semua partai dan kandidat hanyalah 
retorika, maka mereka merespon semuanya sebagai 
jawaban yang menurut mereka rasional. 
i. Memasukkan kertas suara kosong ke kotak suara. Hal ini 
dilakukan sebagai sikap transparan dengan tujuan mereka 
yang selama ini takut melampiaskan kekecewaannya 
mendapatkan teman sehingga punya keberanian.  
 
D. Kerangka Pemikiran 
Dalam kajian perilaku pemilih hanya ada dua konsep utama, 
yaitu; perilaku memilih (votingbehavior) dan perilaku tidak memilih 
(non voting behavior). David Moon mengatakan ada 
duapendekatan teoritik utama dalam menjelaskan prilaku non-
voting yaitu: pertama, menekankanpada karakteristik sosial dan 
psikologi pemilih dan karakteristik institusional sistem pemilu; 
dankedua, menekankan pada harapan pemilih tentang keuntungan 
dan kerugian atas keputusanmereka untuk hadir atau tidak hadir 
memilih. 
Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama 
zaman Orde Baru tahun 1971.Pemakarsa sikap untuk tidak memilih 
itu, antara lain Arief Budiman, Julius Usman dan almarhumImam 
Malujo Sumali. Langkah mereka didasari pada pandangan bahwa 
aturan mainberdemokrasi tidak ditegakkan, cenderung diinjak-injak. 
Golput menurut Arif Budiman bukan sebuah organisasi tanpa 
pengurus tetapi hanyamerupakan pertemuan solidaritas (Arif 
Budiman). Sedangkan Arbi Sanit mengatakan bahwagolput adalah 
gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem 
kebangsaan, sasaranprotes dari dari gerakan golput adalah 
penyelenggaraan pemilu. Mengenai golput alm. KH.Abdurrahaman 
Wahid pernah mengatakan “ kalau tidak ada yang bisa di percaya, 
ngapain repotrepotke kotak suara? Dari pada nanti kecewa. 
Sikap orang-orang golput, menurut Arbi Sanit dalam memilih 
memang berbeda dengankelompok pemilih lain atas dasar cara 
penggunaan hak pilih. Apabila pemilih umumnyamenggunakan hak 
pilih sesuai peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan hak 
pilih karenaberhalangan di luar kontrolnya, kaum golput 
menggunakan hak pilih dengan tiga kemungkinan.Pertama, 
menusuk lebih dari satu gambar partai. Kedua ,menusuk bagian 
putih dari kartu suara.Ketiga, tidak mendatangi kotak suara dengan 
kesadaran untuk tidak menggunakan hak pilih. 
Bagi mereka, memilih dalam pemilu sepenuhnya adalah 
hak. Kewajiban mereka dalam kaitan dengan hak pilih ialah 
menggunakannya secara bertanggungjawab dengan menekankan 
kaitan penyerahan suara kepada tujuan pemilu, tidak hanya 
membatasi pada penyerahan suara kepada salah satu kontestan 
pemilu. 
Jadi berdasarkan hal di atas, golput adalah mereka yang 
dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas 
menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, 
orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara 
(TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau 
terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. 
Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput 
bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa 
maksud yang jelas. Pengecualian kedua golongan ini dari istilah 
golput tidak hanya memurnikan wawasan mengenai kelompok itu, 
melainkan juga sekaligus memperkecil kemungkinan terjadinya 
pengaburan makna, baik di sengaja maupun tidak. 
 
E. Skema Kerangka Pikir 
Bertitik tolak dari semua pemikiran diatas, untuk 
mengganbarkan dengan jelas permasalahan yang ada, maka akan 




























FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
UNTUK TIDAK MEMILIH 
• Psikologi 
• Karakteristik Sosial 
• Rasional Choice 
 







 Bagian ini akan menguraikan tentang perangkat-perangkat 
penelitian mulai dari pemilihan lokasi penelitian, tipe penelitian, teknik 
pengumpulan data, analisa data serta konsep operasional yang akan 
sangat membantu dalam kelangsungan penelitian ini. 
A. Tipe dan Dasar Peneltian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
kualitatif. Tujuan digunakannya metode ini untuk memahami 
fenomena golput yang terjadi di masyarakat dengan 
mengedepankan proses interaksi antara peneliti dan fenomena 
yang di teliti. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
analisis yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisisnya 
sesuai dengan temuan penulis. 
 
 
B. Lokasi Penelitian 
Daerah yang akan menjadi obyek penelitian adalah 
Kabupaten Pinrang. Alasan penulis memilih Kabupaten Pinrang 
khususnya Kecamatan Mattirobulu sebagai lokasi penelitian karena 
Kabupaten Pinrang memiliki partisipasi pemilih yang cukup rendah, 
padahal masyarakat setempat dikenal aktif dalam pemilihan kepala 
desa, namun pada pemilihan Gubernur Sulsel Tahun 2013 ini 
memiliki partisipasi yang cukup rendah.  
C. Pemilihan Informan dan Unit Analisis 
Informan dalam penelitian ini menggunakan cara purposeful, cara 
ini bertujuan untuk menerangkan tema sentral dari hal yang akan 
diteliti. Caranya dengan memprioritaskan narasumber yang paling 
penting karena informasi-informai yang ia miliki. Purposive dilakukan 
terhadap narasumber yang berasal dari Ketua PPK dan PPS di wilayah 
kecamatan. 
Narasumber atau informan bukan hanya berasal dari petugas 
PPK dan PPS melainkan dari masyarakat yang ada di beberapa 
kelurahan di Kecamatan Mattirobulu dengan mata pencaharian serta 
pendidikan yang berbeda, agar informasi lebih akurat dan beragam 
dan juga merujuk ke pendapat para ahli. 
Narasumber juga berasal dari masyarakat dengan teknik 
snowball, berdasar informasi dari informan lain. Berusia minimal 18 
tahun atau udah menikah dan memiliki hak pilih. Penentuan 
narasumber dilihat dari database kependudukan kecamatan dan daftar 
pemilih tetap pada wilayah panitia pemilihan kecamatan (PPK). 
Kata-kata, kalimat, ungkapan baik lisan maupun tulisan menjadi 
unit analisis dari penelitian ini. 
D. Jenis dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data ini diperoleh melalui infrman dengan teknik wawancra 
langsung Dalam pelaksanaan teknik ini penulis mengumpulkan 
data melalui komunikasi langsung dengan informan. Peneliti turun 
langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data dalam 
berbagai bentuk, seperti hasil wawancara dan data dari anggota 
masyarakat yang tidak memilih (golput). 
b. Data Sekunder 
Yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data, data 
bias berasal dari orang lain atau dokumen-dokumen. Jenis data 
ini dikumpulkan melalui dokumen-dokumen yang ada dalam 
jurnal, surat kabar dan media lainnya. 
Key informan yang terpilih yaitu yang dianggap mampu 
memahami informasi yang dibutuhkan oleh pemilih. Maka dari itu, 
key informan yang dipilih ialah Ketua PPK, Ketua PPS, dan 
masyarakat yang tidak memilih. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara 
secara langsung dengan narasumber atau informan melalui Tanya 
jawab lisan. 
b. Dokumentasi 
Pengumpulan data yang berasal dari sumber-sumber data yang 
berupa catatan literature dan buku-buku yang berhubungan 
dengan penelitian. 
 
F. Teknik Analisis Data 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 
mengorganisasi data sehingga simpulan akhir dapat ditarik. Pada 
tahap ini data yang telah diklasifikasi diseleksi untuk memilih data. 
b. Penyajian Data 
Menampilkan informasi tersusun yang member 
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data yang telah 
tersusun disajikan dalam bentuk analisis sehingga permasalahan 
akan tergambar. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
Penarikan simpulan didasarkan atas pengorganisasian 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. Kabupaten Pinrang 
a. Keadaan Geografi 
 Kabupaten Pinrang adalah salah satu daerah dari 23 
Kabupaten/Kota di Sulawesi selatan yang letaknya berada di bagian 
Barat Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 182 km 
arah utara dari Kota Makassar ibukota Propinsi Sulawesi selatan 
berada pada posisi letak geografis yaitu LS 4010’30” -  30019’13” BT 
119026’30” – 119047’20”. 
Kabupaten Pinrang memiliki luas wilayah 196.177 Ha atau 
dengan batas-batas sebagai berikut : 
• Sebelah Utara Berbatasan dengan Kab. Toraja 
• Sebelah Timur  Berbatasan dengan Kab.Enrekang  dan 
Sidrap 
• Sebelah Selatan  Berbatasan dengan Kota Pare-Pare 
• Sebelah Barat Berbatasan dengan kabupaten Polewali 
Mandar dan Selat Makassar. 
Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 Kecamatan meliputi  64 Desa 
dan 39 kelurahan seperti yang tampak pada tabel di bawah ini26 : 
                                                             
26 Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang 
Kecamatan Kelurahan Desa Dusun Lingkungan RK/RW RT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Suppa 2 8 22 5 151 144 
Mattiro Sompe 2 7 19 4 43 86 
Lanrisang 1 6 16 3 29 71 
Mattiro Bulu 2 7 19 6 57 117 
Watang Sawitto 8 - - 17 48 112 
Paleteang 6 - - 14 22 81 
Tiroang 5 - - 13 14 63 
Patampanua 4 7 17 13 59 102 
Cempa 1 6 15 2 34 79 
Duampanua 5 10 25 10 72 155 
Batulappa 1 4 11 4 25 43 
Lembang  2 14 37 5 84 193 
Tabel 1 Wilayah Administrasi Kabupaten Pinrang 
Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 Km 
sehingga terdapat areal pertambakan sepanjang pantai, pada 
dataran rendah didominasi oleh areal persawahan, bahkan sampai 
perbukitan dan pegunungan. Kondisi ini mendukung Kabupaten 
Pinrang sebagai daerah Potensial untuk sektor pertanian dan 
memungkinkan berbagai komoditi pertanian (Tanaman Pangan, 
perikanan, perkebuanan dan Peternakan) untuk dikembangkan. 
Ketinggian wilayah 0 – 500 m diatas permukaan laut ( 60, 41%), 
ketinggian 500 – 1000 m diatas permukaan laut ( 19,69% ) dan 
ketinggian 1000 m diatas permukaaan (9,90%). 
Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh 2 musim pada satu 
periode yang sama, untuk wilayah kecamatan Suppa dan Lembang 
di pengaruhi oleh musim Sektor barat dan lebih dikenal dengan 
sektor peralihan dan 10 kecamatan lainnya termasuk sektor timur. 
Dimana puncak hujan jatuh pada Bulan April dan Oktober. 
Berdasarkan data curah hujan termasuk tipe iklim A dan B (Daerah 
basah) suhu rata-rata normal 270C dengan kelembaban udara 
kurang lebih 80% sampai 85%. 
Kabupaten ini mempunyai berbagai jenis tanah,diantaranya 
tanah aluvial gromosol, regesal brown forest dan podsolik. Jenis 
tanah yang menempati ruang terbesar di Kabupaten Pinrang 
menyusul tanah Regosol dan tanah Gromosol. 
 
b. Keadaan Demografi 
 Jumlah penduduk kabupaten Pinrang tahun  2014 berkisar 
364.087 jiwa, jumlah kelompok umur produkrif (15-64 tahun) 
sebesar 251.610 jiwa, jumlah kelompok umur muda  (0-14 tahun) 
sebesar 128.446 jiwa dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun 
keatas) sebesar 28.403 jiwa. Jumlah penduduk kelompok umur 
produktif sebesar 61,60%. Pertambahan Jumlah pertumbuhan 
kabupaten Pinrang sejak Tahun 2008 hingga 2014 cukup 
signifikan, di tahun 2008 jumlah penduduk berkisar 340.945 jiwa, 
ditahun 2014 meningkat ±23.142 jiwa menjadi 364.087 jiwa atau 
dengan kata lain meningkat sekitar ±8% dalam kurun waktu 8 
tahun. Berikut ini merupakan tabel pertumbuhan jumlah penduduk 
kabupaten pinrang27: 










Secara perbandingan wilayah, kabupaten Pinraang memiliki 
potensi wilayah yang luas mencapai 196.177 ha atau 1961,77 km2, 
sehingga rata-rata kepadatan penduduknya adalah 184 jiwa/km2. 
Artinya, secara rata-rata terdapat 184 orang yang menghuni/km2. 
Populasi perwilayah, urutan 3 terbanyak jumlah penduduk paling 
banyak tercatat berada di Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan 
Duampanua dan lembang, sedangkan jumlah penduduk terkecil 
yang tercatat berada di kecamatan Batulappa. Tabel kepadatan 
penduduk dapat dilihat dibawah ini28 : 
Kecamatan Kepadatan penduduk (Jiwa/Km2) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Suppa 412 414 415 414 419 421 
Mattiro 294 296 284 283 285 286 





Jumlah Penduduk (Jiwa) 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Suppa 30.590 30.742 30.784 30.709 31.105 31.214 31.454 
Mattiro 
Sompe 
28.512 28.746 27.511 27402 27611 27709 27922 
Lanrisang 17706 17745 18200 17084 17198 17258 17390 
Mattiro 
Bulu 
25954 26179 27227 26998 27325 27422 27635 
Watang 
Sawitto 
44996 44647 50974 52638 54112 54307 54734 
Paleteang 31407 31458 36693 37921 39054 39194 39502 
Tiroang 19292 19253 20807 21160 21538 21614 21781 
Patampanua 31541 31729 32112 31679 32045 17567 32404 
Cempa 16900 16929 17217 17303 17506 32158 17703 
Duampanua 45812 46222 43829 43882 44265 44422 44764 
Batulappa 9474 9518 9598 9674 9771 9805 9880 
Lembang 38761 38950 38415 38202 38489 38623 38918 
Sompe 
Lanrisang 243 243 249 234 236 236 
Mattiro 
Bulu 
196 198 206 204 206 207 
Watang 
Sawitto 
763 757 864 893 918 921 
Paleteang 842 844 984 1017 1047 1051 
Tiroang 248 248 268 272 277 278 
Patampanua 230 232 235 231 234 235 
Cempa 187 187 191 192 194 195 
Duampanua 157 158 150 150 152 152 
Batulappa 60 60 60 61 61 62 
Lembang 53 53 52 52 53 53 
Pinrang 174 174 180 181 184 184 
Tabel 3 jumlah kepadatan penduduk kab.pinrang 
  Di Kabupaten Pinrang sendiri terdapat ±329 sekolah dasar, 
77 sekolah menengah pertama dan 39 sekolah menengah atas, seperti 




Kecamatan Jumlah Sekolah Dasar Jumlah Madrasah 
Ibtidaiyah 
Negeri Inpres Swasta Negeri Swasta 
2014 2014 2014 2014 2014 
Suppa 27 - - - 2 
Mattiro 
Sompe 
29 4 - - 4 
Lanrisang 18 - 1 1 2 
                                                             
29 Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang 
Mattiro Bulu 26 - - - 3 
Watang 
Sawitto 
26 3 2 - 4 
Paleteang 21 2 1 - 1 
Tiroang 18 1 - - - 
Patampanua 30 2 - - 4 
Cempa 15 4 - - - 
Duampanua 38 2 - - 3 
Batulappa 10 4 - - 2 
Lembang 37 8 2 - 2 
Tabel 4 Jumlah Sekolah Dasar Kabupaten Pinrang 
 




Negeri Swasta Negeri Swasta 
2014 2014 2014 2014 
Suppa 4 - - 1 
Mattiro 
Sompe 
3 - - 1 
Lanrisang 2 - - 2 
Mattiro Bulu 4 - - 1 
Watang 
Sawitto 
4 2 - 3 
Paleteang 2 1 1 3 
Tiroang 4 - - - 
Patampanua 5 - - 2 
Cempa 3 - - 1 
Duampanua 6 - - 4 
Batulappa 4 - - 2 
Lembang 10 1 - 1 
 
Kecamatan Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Sekolah Menengah Kejuruan 
Negeri Swasta Negeri Swast
a 
Negeri Swasta 
2014 2014 2014 2014 2014 2014 
Suppa 1 - - - 1 - 
Mattiro 
Sompe 
1 - - 1 - - 
Lanrisang 1 - - 2 - - 
Mattiro 
Bulu 
1 - - 1 1 1 
Watang 
Sawitto 
2 2 - - 2 2 
Paleteang - 2 1 1 - 3 
Tiroang 1 - - - 1 - 
Patampanu
a 
1 - - - 1 1 
Cempa 1 - - - - - 
Duampanua 1 - - 1 1 1 
Batulappa - - - - 1 - 
Lembang 1 - - - 1 - 
 
Laju pertumbuhan Kab. Pinrang sejalan dengan keberhasilan 
pemerintah daerahnya mendapatkan berbagai penghargaan nasional, 
mulai dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan pemeriksa 
keuangan (BPK) RI selama 2 tahun berturut-turu, Investment Award, 
Wahana Tata Nugraha, serta lainnya. 
  Perkembangan Pinrang yang berjalan pesat terindikasi dari 
pendapatan perkapita penduduk dari Tahun 2009 sampai 2013 memiliki 
tren yang meningkat. Kesejahteraan masyarakat Pinrang semakin 
membaik, Tahun 2012 pendapatan perkapita penduduk pinrang sebesar 
Rp.20.199.634,- sedangkan Tahun 2013 diperkirakan sekitar 
Rp.22.866.199,- yang artinya pendapatan tiap bulan rata-rata penduduk 
adalah sekitar Rp.1.900.000,- perbulannya. Peran masyarakat yang 
mendukung pengembangan berbagai sektor di berbagai bidang 
mempercepat presentase pengembangan ekonomi pinrang sejalan 
dengan penguatan kualitas sumberdaya manusia makin terbukanya 
lapangan kerja. 
 Kondisi keamanan dan ketertiban Pinrang berada dalam 
kondisi yang kondusif dan masih dalam batas ambang normal. 
Kebutuhan masyarakat akan hal itu, terutama diwilayah perkotaan, 
terpenuhi dengan standar yang cukup memuaskan terbangunnya 
infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang memadai ssebagai upaya 
meningkatkan mutu kehidupan masyarakat tidak hanya diarahkan pada 
wilayah perkotaan, namun pemerataan pembangunan hingga ke 
pelosok udah berjalan dengan baik. 
  Kabupaten Pinrang merupakan salahsatu daerah Lumbung 
Pangan provinsi Sulawesi Selatan. Memiliki sekitar 45000 ha hamparan 
persawahan, kabupaten ini dapat menghasilkan hingga 180.000 ton gkp 
per tahun. Dari daerah ini pula, bersumber kontribusi beras untuk stok 
Nasional sebanyak tidak kurang dari 200.000 ton yang disediakan 
Provinsi Sulsel setiap tahunnya. Produktifitas gabah kini mencapai 6,7 ton 
perhektar. 
 Sektor pertanian merupakan komponen utama dalam struktur 
perekonomian di kabupaten Pinrang dan mayoritas penduduknya 
berprofesi sebagai petani. 
 Pinrang mempunyai infrastruktur irigasi yang didominasi 
irigasi teknis. Bendungan Benteng yang dibangun dalam masa 
pemerintahan kolonial Belanda tahun 1939 merupakan bendungan 
primer untuk mengairi persawahan sampai seluas lebih 60.000 ha, 
meliputi persawahan sekitar 27.000 ha di Kabupaten Pinrang  dn 
sekitar 40.000 ha di daerah tetengganya yaitu kabupaten Sidenreng 
Rappaang. Melalui bendungan Benteng dan persediaan air yang 
melimpah, pemberdayaan sistem irigasi menjadi maksimal dan dikelola 
melalui tata cara tradisional. Pintu-pintu air yang menyebar diseluruh 
kawasan pertanian, berjalan dengan baik, memastikan Pinrang menjadi 













HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini akan dianalisis data yang diperoleh melalui 
Wawancara langsung terhadap masyarakat umum maupun tokoh 
berpengaruh dikecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang. Data yang 
disajikan dan dianalisis merupakan gambaran dari faktor yang 
mempengaruhi masyarakat yang telah terdaftar dan memiliki hak suara 
untuk tidak ikut menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur 
Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013. 
 
A. Gambaran Umum Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan 
Mattirobulu 
 
Partisipasi politik merupakan bentuk keikutsertaan warga 
dalam proses politik, dalam negara demokrasi rakyat diharapkan 
dapat ikut berpartisipasi politik secara aktif. Partisipasi aktif warga 
negara dapat di laksanakan dalam berbagai bentuk, salah satunya 
adalah dengan ikut serta dalam pemilihan pemimpin pemerintahan. 
Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai 
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara 
aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih 
pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, 
mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dari pengertian tersebut 
sangatlah jelas perbedaan Partisipasi masyarakat dengan golput, 
golput merupakan kelompok atau orang yang dengan sengaja untuk 
tidak menggunakan hak pilih mereka secara sadar, bukan karena 
faktor lain yang menghalangi. 
Pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada Tahun 2013 
lalu, tingkat partisipasi masyarakat secara umum dapat dikatakan 
sangatlah rendah hal ini dikarenakan dari jumlah daftar pemilih tetap 
sekitar 40 persen masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya 
dengan kata lain jumlah yang tidak ikut berpartisipasi lebih banyak 
dari total suara yang dimenangkan oleh pemenang pemilukada 
tersebut. 
Kabupaten Pinrang khususnya kecamatan Mattirobulu yang 
menjadi sampel penelitian penulis karena menurut penulis 
kecamatan tersebut terletak cukup jauh dari pusat pemerintahan 
kabupaten Pinrang, namun yang unik saat pemilihan kepala desa 
setempat masyarakat ikut berperan aktif didalamnya, termasuk ikut 
menggunakan hak suaranya, tetapi saat pemilihan gubernur sul-sel 
2013 lalu partisipasi masyarakat menurun. 
Secara umum masyarakat Mattirobulu cukup aktif dalam 
pemilihan calon pemimpin, baik itu legislative maupun kepala 
daerah, mereka sadar betul akan pentingnya untuk lebih peduli dan 
ikut aktif berpartisipasi pada setiap pemilihan kepala daerah,. Ssat 
pemilihan legislative dan Bupati jumlah pemilih cukup banyak, 
namun menurun saat pemilihan gubernur. 
Beberapa masyarakat yang penulis wawancarai mengatakan 
bahwa sebelumnya partisipasi masyarakat di Kecamatan mattirobulu 
ini cukup tinggi, saat pemilihan gubernur periode sebelumnya, dan 
juga pemilihan legislative dan bupati setelah pemilihan gubernur 
diadakan jumlah partisipan cukup tinggi. Hal tersebut senada 
dengan apa yang dikatakan oleh bapak A.Nawire yang juga 
merupakan ketua PPS Desa Makkawaru dalam sebuah wawancara 
dengan penulis  
  
“saya sendri juga merasa heran, saat pemilihan 
legislative dan Bupati  yang datang ke TPS itu tidak 
sebanyak saat pemilihan gubernur. Entah apa alasannya, 
mungkin juga karena mereka sedang tidak ada ditempat”30 
 
Berdasarkan seperti apa yang dikatakan bapak Nawire, 
antusiasme masyarakat cukup sedikit saat pemilihan Gubernur jika 
dibandingkan dengan pemilihan legislative dan Bupati. Padahal 
menurut Rais Muhammad selaku kepala desa Makkawaru jumlah 
DPT tidak berbeda jauh, seperti yang tertuang dalam sebuah 
wawancara berikut : 
 “Sepengetahuan saya jumlah DPT itu tidak jauh berbeda 
saat pemilihan gubernur, legislative, dan bupati. Yang berbeda 
hanya ada beberapa Tambahan saja31” 
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 Wawancara dengan bpk Nawire pada tgl 18 Mei 2013 
31
 Wawancara dengan bpk Rais Muhammad selaku kepala desa Makkawaru pada tgl 18 Mei 2013 
Berdasarkan beberapa keterangan diatas, menurut penulis 
sesungguhnya masyarakat mattirobulu secara umum memiliki 
tingkat kesadaran dalam berpartisipasi saat pemilihan cukup tinggi. 
Hal ini juga terbukti saat pemilihan kepala desa mereka ikut 
menyiapkan  dan ikut berpartisipasi. Mereka sadar bahwa dengan 
ikutnya mereka berpartisipasi dapat membawa mereka kearah 



















Partisipasi masyarakat yang cukup rendah di Kecamatan 
Mattirobulu ini merupakan kesalahan dari semua pihak yang terlibat, baik 
yang merupakan warga biasa maupun hal ini juga dapat terjadi dari pihak 
pemerintah. Hal ini sejalan dengan perkataan Direktur Eksekutif Puskaptis 
(Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis) yang dikutip dari 
harian kompas32 menyebutkan bahwa, tiga hal yang memicu masyarakat 
untuk golput. Yakni, karena masyarakat yang mau memilih namun tidak 
terdaftar, masyarakat yang tidak mau memilih namun terdaftar, serta 
masyarakat yang tidak mau memilih dan tidak terdaftar. Seperti yang 
terjadi pada Jefri Pa'du (46) : " Waktu itu (pilgub) saya tidak memilih 
karena ktp saya hilang jadi tidak terdaftar, padahal sudah lapor 
sebelumnya tapi tetap tidak ada undangan jadi terpaksa saya tidak 
memilih, padahal ada calon andalan 33 " 
Hal ini sangat jelas bahwa pada saat rakyat ingin memilih namun 
mereka tidak terdaftar di TPS sekitar, ini merupakan kesalahan dari 
pemerintah dan pihak penyelenggara setempat yang kurang melakukan 
kinerja kerjanya dengan baik. Hal seperti ini rupanya juga banyak terjadi 
di desa lain, di Desa Pananrang contohnya, Drs.Anwar Sidik (38) juga 
mengalami hal yang sama seperti Jefri Pa'du : 
                                                             
32
 Harian kompas tgl  
33
 Wawancara dengan bpk.Jefri Pa’du pada Minggu, 17 Mei 2014 
" Pada pemilihan gubernur kemarin saya  tidak 
terdaftar lagi, jadi saya tidak memilih. Saya sudah laporkan 
dari beberapa bulan sebelumnya tapi tetap tidak dihiraukan, 
anehnya yang tidak terdaftar hanya saya istri anak dan 
saudara semua terdaftar 34" 
Lebih lanjut Pak Anwar mengatakan bahwa ini mungkin sentimen 
khusus dari pihak penyelenggara dalam hal ini PPS tingkat desa yang 
sengaja tidak memasukkan namanya. 
" Ini sudah kedua kalinya, mungkin faktor kesengajaan 
karena saya inikan tim sukses salah satu calon, dan mereka 
sangat jelas bukan pendukung calon yang saya pilih,yang saya 
sesalkan karena penyelenggara berpihak terhadap salah satu 
calon, kasihan yang lain kan 35" 
Serupa dengan pak Anwar, Drs.A.Asri Salam (38) mengatakan 
bahwa dirinya juga sengaja tidak diberikan undangan karena merupakan 
tim sukses salah satu calon. Drs.A.Asri Salam mengatakan" saya tidak 
memilih karena tidak mendapatkan undangan dari PPS, padahal pilgub 
sebelumnya ada, mungkin sentimen karena saya pilih pasangan A dan 
mereka tim dari pasangan B. Sebenarnya sangat disesalkan kalau 
penyelenggara seperti itu, seharusnya mereka netral, tapi yah, inilah 
Indonesia 36" 






 Wawancara dengan Bpk Drs.A.Asri Salam pada Minggu, 18 Mei 2014 
 B. Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Politik 
Masyarakat di Kecamatan Mattirobulu 
 
Masyarakat di Kecamatan Mattirobulu secara umum memiliki 
kesadaran politik yang dapat dikatakan cukup tinggi, hal ini dapat 
dibuktikan dengan temuan penulis di lapangan pada pemilihan 
bupati, legislatif dan presiden jumlah pemilih yang aktif cukup tinggi, 
dan juga saat pemilihan kepala desa di tiap desa di kecamatan ini 
antusiasme masyarakat dalam berpartisipasi sangat tinggi, mereka 
bahkan ikut mengkampanyekan calon mereka. Namun, pada saat 
pemilihan Gubernur 2013 lalu jumlah masyarakat yang ikut 
berpartisipasi. 
Penulis menemukan hal yang membuat para pemilik suara 
tersebut lebih memilih untuk tidak dating kebilik suara, hal tersebut 
didasarkan pada beberapa factor seperti factor Ekonomi, Lokasi 
tempat tinggal, kekeluargaan, dan ketidaksukaan pada calon. Dalam 
hal ini penulis membatasi hanya dengan 3 (tiga) factor berdasarkan 
factor yang paling banyak mempengaruhi. Selanjutnya factor-faktor 
tersebut akan penulis uraikan berikut ini. 
 
 
1. Faktor Ekonomi 
Di Kecamatan Mattirobulu yang bisa dikatakan daerah yang 
cukup berkembang saat ini baik dari segi pembangunan maupun 
pekerjaan dan pendidikan, merekapun sadar akan hak suara 
mereka dalam pemilihan kepala daerah, hal ini seperti yang 
dikatakan oleh salah seorang warga yang bernama Puang Cenna 
(54)37 , dalam sebuah wawancara dengan penulis; 
 
“saya tahu bahwa saya memiliki hak suara pada pemilihan 
gubernur kemarin dan saya juga sadar bahwa satu suara saya itu 
sangat berpengaruh terhadap hasil akhir”  
Lebih lanjut Puang Cenna 38  mengatakan bahwa baginya 
mencari nafkah untuk keluarga jauh lebih penting di bandingkan 
dengan harus mengantri untuk memberikan suara mereka, padahal 
pemerintah telah menjadikan hari pemilihan menjadi hari libur. 
 
“ iya, memang hari libur tapi itu bagi mereka yang kerja di 
kantor, tapi bagi kami yang bekerja di sawah atau ladang tidak ada 
hari libur. Mereka yang terpilih dapat jabatan dan gaji yang banyak, 
tapi kami ini sama saja dengan membuang-buang waktu dan uang”. 
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Dalam Wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat di 
Desa Makkawaru, penulis mendapati fakta bahwa masyarakat yang 
cenderung lebih mementingkan mencari nafkah dibandingkan memilih 
kepala daerah juga terjadi diwilayah Desa makkawaru. Berikut pernyataan  
H.A.Abbas dalam sebuah wawancara dengan penulis: 
" saat pemilihan gubernur kemarin saya tidak memilih, karena 
sedang mengurus sawah dan padi, kalau tidakt terurus, bisa-bisa 
kami mengalami kerugian. Mencari nafkah masih lebih penting 
ketimbang harus kebilik suara39 " 
Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa Faktor 
sosial ekonomi juga cukup berpengaruh terhadap keputusan masyarakat 
untuk tidak memilih, hal ini disebabkan karena secara ekonomi 
masyarakat Kecamatan Mattirobulu banyak yang bekerja sebagai nelayan 
maupun buruh harian, sedangkan hari pemilihan bersamaan dengan hari 
kerja, sehingga pilihan untuk ikut memilih atau bekerja untuk 
mendapatkan nafkah menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat , 
perubahan fase sosial ekonomi yang berada dalam tahap transisi dari 
masyarakat tradisional menuju masyarakat modern dimana masyarakat 
lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan komunal 
masyarakat desa. Pernyataan informan diatas juga sejalan dengan salah 
satu pendekatan partisipasi politik yang mempengaruhi jumlah partisipasi 
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. Wawancara dengan H.A.Abbas pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 
 
dalam pemilihan kepala daerah yaitu pendekatan Individual 40 , dalam 
pendekatan ini terbagi atas dua yaitu disposisional dan intensional. 
Menurut penulis pendekatan disposisional merupakan yang paling 
sejalan dengan apa yang dikatan informan diatas, dalam pendekatan 
disposisional menjelaskan bagaimana faktor lingkungan, sosial, budaya, 
dan ekonomi menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap 
tingkat partisipasi masyarakat, dalam hal ini partisipasi untuk datang 
memberikan hak suara. Hal ini didukung pula dengan lingkungan tempat 
tinggal P.Cenna yang mayoritas matapencaharian mereka adalah bertani, 
yang dimana mereka tidak mengenal hari libur, bagi mereka setiap hari 
adalah hari untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Dalam hal 
ini mereka tidak sepenuhnya dapat disalahkan mereka hanya berfikir hal-
hal yang lebih menguntungkan mereka, masyarakat tidak merasa bahwa 
memilih pemimpin daerah dapat mendatangkan keuntungkan bagi 
kelangsungan hidup mereka. 
Dari kutipan pernyataan tersebut sangat jelas terlihat bahwa sekali 
lagi lingkungan dan ekonomi mempengaruhi seseorang untuk ikut 
berpartisipasi atau tidak. Dalam hal ini, apabila lingkungan sekitar tempat 
tinggal pemilih merupakan masyarakat yang aktif dalam berpartisipasi 
maka pemilih secara sadar akan ikut berpartisipasi, tapi sebaliknya 
apabila masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi maka si pemilih 
juga akan enggan menggunakan hak pilihnya, penyelenggara sekali lagi 
diharapkan cukup aktif dalam hal sosialisasi. 
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Dari pernyataan beberapa informan diatas sangat jelas bahwa 
faktor ekonomi sangat mempengaruhi apakah masyarakat ingin 
berpartisipasi atau tidak. Selain itu menurut Ramlan Surbakti 41  hal 
tersebut juga termasuk dalam faktor sosiologis yang didalamnya 
mengatakan bahwa seseorang dengan latar pekerjaan yang lebih tinggi 
cenderung memiliki tingkat partisipasi dalam pemilihan lebih besar 
dibandingkan dengan yang memiliki pekerjaan lebih rendah, lebih lanjut 
lagi penulis pun menemukan bahwa faktor lingkungan sosial juga menjadi 
faktor yang cukup berpengaruh seperti apa yang dikatakan oleh Nawir 
Badu (35) : " saya tidak memilih waktu pemilihan gubernur yang baru-
baru ini karena orang dirumah saya,bapak ibu, dan keluarga yang lain 
tidak pergi memilih, jadi saya juga tidak pergi memilih, padahal ditempat 
kerja itu libur42" 
Lebih lanjut, Nawir Badu mengatakan dia sadar akan kewajibannya 
tapi dia memilih untuk membantu usaha keluarganya dihari itu." saya tahu 
bahwa itu kewajiban, tapi mau diapa keluarga lebih penting. kebetulan 
hari itu usaha keluarga sedang sibuk jadi saya putuskan bantu keluarga 
saja, dan juga saya tidak peduli siapa yang terpilih43 " 
 
2. Faktor Ketidaksukaan Terhadap Calon 
 




 Wawancara dengan Bpk.Nasir badu pada Jumat, 23 Mei 2014 
43
 Wawancara dengan Bpk.Nasir badu pada tgl 23 Mei 2014 
 
Selain faktor Lingkungan dan ekonomi, faktor figur calon juga 
menentukan seperti yang dikatakan oleh Pak Bahar (47) : 
" pilgub kemarin saya tidak memilih dek, saya tidak suka 
semua calonnya tidak ada ciri-ciri pejabatnya saya kira, biasanya 
kalau calon pejabat itu di mukanya (wajah) ada ciri-ciri kalau dia 
pejabat, ini tidak ada saya lihat, kalau orang  bilang tidak berwibawa 
44" 
Pernyataan diatas serupa dengan faktor Affect Refferal yang 
pernah dikemukakan oleh Lau 45 , menurut Lau faktor ini 
mengedepankan aktor-aktor yang dikenal dengan cara evaluasi 
yang ketat terhadap calon tertentu, setelah itu baru mereka akan 
memutuskan untuk memilih atau tidak. 
Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Tahir 
Muhammad yang mengatakan bahwa alasannya tidak dating 
memilih bukan murni karena ketidaksukaan terhadap calon 
melainkan terhadap tim kampanye calon tersebut46. 
“ secara keseluruhan calon yang bertarung cukup kompeten, 
namun terus terang ketidaksukaan saya itu terhadap tim kampanye 
mereka yang kurang sopan dan ambisius, mereka menghalalkan 
segala cara untuk memenangkan calon, termasuk melakukan money 
politic” 






 Wawancara dengan bpk.Tahir Muhammad pada Jumat 16 Mei 2014 
Pendapat pak Tahir diamini oleh Muhammad Sanusi, menurut 
beliau tim kampanye itu yang kebanyakan merusak citra baik yang 
sesungguhny dimiliki oleh para calon47 
“ secara terus terang saya tidak suka dengan tim kampanye 
calon gubernur itu, mereka dengan sengaja mengganti data pemilih 
yang tidak terpakai dengan tim mereka, ini yang merusak citra baik 
yang dimiliki oleh calon” 
 
Secara umum rendahnya partisipasi masyarakat tersebut 
dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja 
Kepala desa incumbent, hal ini disebabkan oleh sikap dan 
perilakunya yang sering tidak sejalan dengan keinginan masyarakat, 
sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah desa tidak 
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Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran  
yang terkait dengan penelitian mengenai Partisipasi Masyarakat Pada 





a. Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Mattirobulu 
Masyarakat Pinrang pada dasarnya merupakan masyarakat 
yang aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan termasuk 
pemilihan umum, legislatif, maupun kepala daerah. Namun, mereka 
bukan tipe masyarakat yang menerima begitu saja apa yang 
disodorkan, contohnya dalam pemilihan kepala daerah mereka tidak 
cenderung menerima begitu saja calon yang disodorkan oleh partai 
maupun yang mencalonkan diri lewat jalur independen. Masyarakat 
mulai cerdas untuk memilah calon yang sesuai dengan harapan dan 
keinginan mereka, mereka menilai dari asal-usul partai, 
latarbelakang pendidikan, dan sepak terjang calon selama ini. Selain 
factor latarbelakang pendidikan dan pekerjaan, masyarakat juga 
mulai memilah berdasarkan latarbelakang keluarga atau keturunan 
dan ekonomi. 
Calon kandidat yang memiliki latarbelakang yang sesuai 
dengan kriteria yang diinginkan oleh para pemilih memiliki kans 
terbesar untuk terpilih, di Kabupaten Pinrang sendiri kriteria 
pemilihan kandidat masyarakat tergantung pada daerah kecamatan 
masing-masing atau dengan kata lain tergantung pada faktor 
geografis. Misalnya, para pemilih yang tinggal didaerah dengan 
kondisi geografis persawahan dan perkebunan seperti di Kecamatan 
Mattirobulu yang secara tidak langsung memiliki matapencaharian 
petani dan peternak, maka pemilih akan cenderung memilih calon 
yang lebih peduli terhadap para petani seperti membagikan pupuk, 
bibit atau vaksin gratis dibandingkan mereka yang hanya sibuk 
berkampanye tanpa tahu apa kebutuhan masyarakat. Memang hal 
ini terlihat seperti money politics tapi masyarakat lebih memilih yang 
memiliki bukti nyata, bukan sekedar teori. 
Walaupun ada kandidat yang mencalonkan diri memiliki latar 
belakang pendidikan tinggi, tetapi bukan dari kalangan petani atau  
yang mendukung para petani pemilih tetap akan memilih kandidat 
yang lebih peduli terhadap nasib mereka meskipun dari segi latar 
belakang pendidikan calon tersebut hanya tamatan sekolah 
menengah tingkat akhir. 
Secara keseluruhan dari hasil penelitian penulis dapat 
mengambil kesimpulan bahwa masyarakat pinrang khususnya di 
Kecamatan mattirobulu memiliki partisipasi dalam pemilihan yang 
cukup tinggi, tapi mereka masih terpengaruh oleh faktor tertentu 
seperti faktor rasional, psikologi, ekonomi,  dan geografi . 
b.  Faktor Penyebab Rendahnya Partisipasi Pemilih 
Masyarakat di Kecamatan Mattirobulu 
 Kecamatan Mattirobulu dengan keadaan geografis meliputi 
persawahan, perkebunan dan peternakan memiliki masyarakat 
dengan matapencaharian sebagai petani maupun peternak. Para 
masyarakat dengan latar pekerjaan seperti itu membuat masyarakat 
cenderung bekerja setiap hari, meskipun hari pemilihan sebagian 
besar masyarakat lebih memilih untuk tetap bekerja disawah atau di 
kebun dibandingkan harus pergi ke tempat pemungutan suara. 
Mereka berpendapat bahwa mencari rezeki untuk keluarga lebih 
penting daripada harus membuang waktu untuk memberikan hak 
suara. 
 Masyarakat mattirobulu juga memiliki standar yang cukup 
tinggi, mereka cenderung memilih calon berdasarkan hubungan 
kekeluargaan dan calon yang berasal dari kalangan mereka sendiri. 
Masyarakat beralasan bahwa memilih calon yang mereka telah 
kenal dengan baik akan memudahkan segala hal urusan mereka di 
masa mendatang. 
 Rendahnya partisipasi masyarakat pada pemilihan gubernur 
2013 kemarin disebabkan karena masyarakat cenderung memilih 
untuk tidak memilih dengan alas an mereka tidak terlalu mengenal 
calon dan mereka juga lebih memilih tetap bekerja dibandingkan 
harus meninggalkan pekerjaan mereka daripada harus membuang 
waktu untuk memilih calon yang menurut mereka tidak kompeten 
untuk menjadi pemimpin. 
 Secara umum factor-faktor yang mempengaruhhi rendahnya 
partisipasi masyarakat Mattirobulu adalah, Faktor Ekonomi, 
Ketidaksukaan Terhadap Calon, dan Faktor Geografis. Selain ketiga 
factor utama tersebut ada factor lain seperti lingkungan social dan 




 Menurut penulis sebaiknya untuk mengurangi jumlah 
partisipasi masyarakat yang rendah tersebut sebaiknya para calon 
bekerjasama dengan pihak penyelenggara dalam hal sosialisasi 
pemilih. Karena sebagian masyarakat mengaku tidak mendapatkan 
undangan padahal nama mereka tercantum dalam Daftar Pemilih 
Tetap (DPT). 
 Penyelenggara seharusnya lebih teliti dalam hal 
penyusunan daftar hak pilih agar dikemudian hari masyarakat yang 
menurut undang-undang memiliki hak suara dapat menyuarakan hak 
mereka, selain itu sosialisasi juga penting baik dari calon maupun 
pihak penyelenggara agar masyarakaat berpikiran lebih luas tentang 
pentingnya memberikan hak suara mereka. 
Para calon dan tim kampanye mereka juga hendaklah 
memperbaiki kualitas mereka dengan lebih memperhatikan 
masyarakat agar para pemilih lebih tertarik untuk dating kebilik suara 
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